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SILABUS PERKULIAHAN

1. Permasalahan Tata Ruang dan Pengaturan

Hukumnya
a. Permasalahan Tata Ruang Dalam
Pembangunan

b. Urgensi Pengaturan Hukum Penataan Ruang

c. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum
Penataan Ruang

d. Sejarah Pengaturan Hukum Tata Ruang di
Indonesia



2. Kebijakan Penataan Ruang Sebagai

Objek Hukum Administrasi Negara

a. Rencana (Tata Ruang) Sebagal Instrumen
Pemerintahan

b. Negara Hukum Kesejahteraan Dan
Penataan Ruang

c. Penataan Ruang Sebagal Obyek Hukum
Administrasi

d. Organ Pemerintah Sebagai Penyelenggara
Penataan Ruang



3. Pengaturan Hukum Penataan Ruang Nasional

a. Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan
Ruang
b. Asas dan Tujuan Penataan Ruang
Klasifikasi Penataan Ruang
d. Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemda
Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
e. Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
f. Pelaksanaan Penataan Ruang:
1. Perencanaan Tata Ruang (Nasional,
Provinsi, Kab/Kota)
2. Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
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4. Penataan Ruang dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
a. Kebijakan Penataan Ruang dalam
UU Lingkungan Hidup.
b. Tata Ruang Sebagai Instrumen
Pencegahan Kerusakan ingkungan.

c. Instrumen Hukum Lingkungan

Terkait Penataan Ruang (Izin
Lingkungan, KLHS).




5. Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah

A. Penagunaan Tanah Sebagai Sub Sistem
Penataan Ruang

B. Penyerasian Penagunaan Tanah Dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah

6. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat Dalam
Penataan Ruang
a. Hak Masyarakat Dalam Penataan Ruang
b. Kewajiban Masyarakat Dalam Penataan
Ruang
c. Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan
Ruang




7. Penegakan Hukum Penataan Ruang

a. Sarana Hukum Administrasi (Pengawasan
dan Sanksi Administrasi)

b. Sarana Hukum Perdata (Penyelesaian
Sengketa)

c. Sarana Hukum Pidana (Penyidikan dan
Ketentuan Pidana)
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" KONTRAK PEMBELAJARAN
Metode Perkuliahan: Ceramah dan diskusi
Penugasan . Tugas mandiri dan Terstruktur
Penilaian . Empat Unsur Penilaian
1. Quis/ = 10%
2. tugas = 20 %
2. Kehadiran > 80% = 10%
3. Ujian Tengah Semester = 25%
4. Ujian Akhir Semester = 35%
Total nilal =100 %
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persetujuan Dosen Penanggung Jawab

Catatan: Kehadiran kurang dari 80% untuk mengikuti UAS perlu

/




